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ABSTRAK

Farisul Hag, 2019. Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan
Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto.

Hadirnya undang-undang otonomi daerah menjadi alasan fundamental
terbitnya Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto khususnya dalam bidang
ekonomi dan keuangan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah
dalam mensejahterakan rakyatnya. Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota
Mojokerto diharapkan mampu melahirkan instrumen produktif pengentasan
kemiskinan melalui optimalisasi UMKM.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan analisis ekonomi politik dan
keuangan terhadap penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan penerapan Perda Syariah tentang
BPRS Kota Mojokerto yang membantu masyarakat mendapatkan akses keuangan
syariah, kemudian Perda Syariah tentang pengelolaan ZIS dan pemberdayaan
UMKM sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ZIS
dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ekonomi kerakyatan bagi
masyarakat Kota Mojokerto.

Penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto dalam bidang ekonomi dan
keuangan melahirkan sebuah Program Usaha Syariah (PUSYAR) yang mampu
menjadi instrumen produktif pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan
1.114 UMKM vyang ada di wilayah Kota Mojokerto dengan total dana yang telah
didistribusikan mencapai angka Rp. 8.956.909.375. Sedangkan berdasarkan
tinjauan ekonomi politik dan keuangan, penerapan Perda Syariah di Kota
Mojokerto melibatkan peran aktor-aktor politik pemerintah Kota Mojokerto
seperti BPRS, BAZNAS, DISKOMINAKER, DISPERINDAG, dan MES yang
berusaha melahirkan langkah kongkrit mempersempit kesenjangan yang terjadi di
masyarakat Kota Mojokerto melalui kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Kata Kunci : Ekonomi Politik dan Keuangan, Peraturah Daerah Syariah
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ABSTRACT

Farisul Hag, 2019. Political and Financial Economic Analysis of the Application
of Sharia Regional Regulations in the City of Mojokerto.

The presence of the regional autonomy law was the fundamental reason
for the issuance of Sharia Regional Regulations in Mojokerto City, especially in
the economic and financial fields as a form of fulfilling the obligations of regional
governments in the welfare of their people. It is expected that the application of
Sharia Regional Regulations in Mojokerto City will produce productive
instruments for poverty alleviation through the optimization of MSMEs.

This study attempts to describe the political and financial analysis of the
application of Sharia Regulations in Mojokerto City by using a qualitative
descriptive research method.

The results of this study describe the application of Sharia Perda
concerning BPRS Kota Mojokerto which helps people gain access to Islamic
finance, then Sharia Regulations on the management of ZIS and empowerment of
MSMEs as a form of government commitment to optimizing the potential of ZIS
and government commitment in presenting populist economy for the people of
Mojokerto City.

The implementation of Sharia Regulations in the City of Mojokerto in
the economic and financial fields gave birth to a Sharia Business Program
(PUSYAR) which was able to become a productive instrument of poverty
alleviation through the empowerment of 1,114 MSMEs in the Mojokerto City area
with a total of Rp. 8,956,909,375. Meanwhile, based on political and financial
economic reviews, the application of Sharia Regulations in Mojokerto City
involved the role of political actors in Mojokerto City Government such as BPRS,
BAZNAS, DISKOMINAKER, DISPERINDAG, and MES who tried to bring
concrete steps to narrow the gaps in Mojokerto City through economic policy and
regional finance.

Key Words : Political Economy and Financial, Sharia Regulations
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus internalisasi dan formalisasi syariat Islam dalam kegiatan
berbangsa dan bernegara mulai banyak didiskusikan pasca runtuhnya rezim
orde baru pada tahun 1998, hal itu tentunya merupakan oase baru yang tidak
hanya melahirkan arus balik gerakan reformasi dalam panggung demokrasi
di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Internalisasi syariat Islam kini
hadir mewarnai di setiap sektor baik pemerintah, pendidikan, ekonomi,
sosial, dan politik.

Dinamika sosial politik di Indonesia dari waktu ke waktu telah
mempengaruhi perjalanan politik hukum Islam di dalamnya. Arah politik
hukum Islam pada periode reformasi menghendaki penerapan hukum Islam
di Indonesia dilakukan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah
(PERDA) yang memiliki substansi tipikal Islam. Hingga saat ini, dari 512
kabupaten/kota di Indonesia, kurang lebih sebanyak 64 kabupaten dan kota
di 15 provinsi di Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan Peraturan
Daerah (PERDA) bernuansa Syariah di yurisdiksi masing masing.

Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) bernuansa syariah antara lain
disebabkan oleh kegagalan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan

permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, sehingga syariat



dipandang sebagai satu-satunya  solusi

terhadap permasalahan-

permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tersebut.! Gerakan pembumian

syariat Islam dalam bentuk formalisasi tersebut juga didasari atas

mayoritasnya umat Muslim di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu

negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih

210 juta jiwa dan mayoritas penduduknya menganut Agama lIslam.?

Tabel 1.1 : Populasi Umat Muslim Terbesar di 10 Negara Tahun 2010

No Negara Jumlah Penduduk Muslim
1 | Indonesia 202.867.000
2 | Pakistan 174.082.000
3 | India 160.945.000
4 | Bangladesh 145.312.000
5 | Mesir 78.513.000
6 | Nigeria 78.056.000
7 | Iran 73.777.000
8 | Turki 73.619.000
9 | Algeria 34.199.000
10 | Maroko 31.993.000

Sumber : http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-

muslim-population/, (Data diolah)

1 M.B. Hooker, Indonesian Syari’at: Defining a National School of Islamic Law (Singapore:

Institute of Southeast Asia Studies, 2008), 54.

2 Pisani, Why do Indonesian Politicians Promote Sharia Law? An Analytic Framework For Muslim

Majority Democracies. Journal of Third World Quarterly, 2016, 1-3.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari PEW Research Center pada
tahun 2009 melalui Forum on Religion and Public Life The Future of the
Global Muslim Population Oktober 2010 menggambarkan bahwa total
penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk,
jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan penduduk muslim
lainnya seperti Pakistan (174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh
(145.312.000), Mesir (78.513.000), Nigeria (78.056.000), Iran
(73.777.000), Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko
(31.993.000). dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21%
(202.867.000:161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3%
(202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah.

Secara legal formal, penerbitan perda-perda tersebut bertujuan untuk
menghidupkan kembali kebudayaan lokal masing-masing daerah. Para
sejarawan mencatat bahwa dampak penyebaran Islam ke Nusantara melalui
berbagai media seperti budaya dan sufisme adalah penyatuan ajaran-ajaran
Islam ke dalam budaya lokal.> Hal ini menjadi alasan fundamental tidak
terpisahkannya syariat Islam dari budaya lokal dan identitas sebagian etnis
di Indonesia.

Pemerintah dalam aspek negara bertujuan untuk mempertinggi
kemakmuran rakyatnya. Sungguh merupakan kewajiban pemerintah dalam

mensejahterakan rakyat di setiap daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat

3 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII
(Bandung: Mizan, 2004), 16.



konstitusi negara Indonesia yang tertulis jelas dalam Pembukaan UUD
1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Adanya paradigma desentralisasi dalam pemenuhan kewajiban
pemerintah melahirkan sebuah konsensus otonomi. Keberadaan otonomi
daerah di Negara Republik Indonesia telah menjadi konsensus nasional
sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4,
5, 6, dan 7, Pasal 18A ayat 1, dan 2, Pasal 18B ayat 1, dan 2. Pemikiran
perlu adanya keberadaan otonomi daerah di Indonesia telah dilontarkan oleh
para pembentuk amandemen UUD 1945 tanpa ada kontra argumentasi.
Pengadaan otonomi daerah untuk menjamin efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan sebagai dasar memperluas pelaksanaan
demokrasi dan menjadi instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,
dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan
daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah berdasarkan penjelasan
Pemerintahan Daerah yang lebih kecil dan berasaskan asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam

4 Pembukaan UUD 1945.



sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Sehingga lahirlah tiga Undang-undang yakni Undang-undang (UU) Nomor
22 Tahun 1999, Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-
undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksana
dari otonomi daerah.

Sejak disahkannya Undang-Undang di atas, Pemerintah Daerah
memiliki legalitas kewenangan yang luas dalam pengelolaan di daerahnya.
Rumadi berpendapat, bahwa dengan adanya kewenangan yang luas inilah,
maka implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Syariah marak terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia. Peraturan daerah yang kemudian dikenal
dengan PERDA Syariat Islam. Secara umum, PERDA syariah sering
dimaknai sebagai PERDA yang diambil dari ketentuan-ketentuan legal
syariat Islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansial ajarannya.®

PERDA bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai PERDA
“syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa propinsi,
kota, dan kabupaten di Indonesia yang terinspirasi dari syariah dalam
Islam.® Syariah di sini dapat kita definisikan sebagai sekumpulan aturan
bagi umat Islam yang diinterpretasikan dari Al-Qur an dan Hadits. Hal ini

sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 48.

> Rumadi, PERDA Syariat Islam: Jalan Lain menuju Negara Islam?, Tashwirul Afkar, Jurnal
Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan; PERDA Syariat Menuai Makna, Edisi No 20
tahun 2006, 03.

® Huda, Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: Kencana, 2012), 1-3.
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu

perselisihkan itu”.

Penerapan Syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan
Syariah Islam sebagai Konstitusi (dusfiir) dan undang-undang negara
(ganiin). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam
sebagai Undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah
seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Pada dasarnya konstitusi

syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang bisa



menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (kamil dan
syamil), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas.’

Tabel 1.2 : Kategorisasi PERDA Syariah di Indonesia

No Kategori PERDA Jumlah

1 | Moralitas 170

2 | Zakat 62

3 | Keimanan 59

4 | Keuangan Islam 39

5 | Pendidikan Islam 27

6 | Busana Muslim 25

7 | Lainnya 40
JUMLAH 422

Sumber : http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/, (Data diolah)

Pada tahun 2016 terdapat kurang lebih 422 PERDA Syariah
terformalisasi dan terdaftar di Direktorat Jendral Peraturan Perundang-
Undangan. Sebanyak 358 butir peraturan tersebut lahir dalam bentuk
“Peraturan Daerah” (yaitu peraturan lokal dikeluarkan atas persetujuan
bersama antara eksekutif dan legislatif daerah) dan 64 peraturan lahir dalam
bentuk non-PERDA, hal tersebut meliputi; Peraturan Kepala Daerah”
(PERBUP/PERWALLI), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran Kepala
Daerah.

Undang-undang Otonomi Daerah dijadikan oleh beberapa daerah

sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syariat Islam. Jawa timur termasuk

" Masykuri Abdillah dkk, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia (Jakarta: Renaisan, 2005), 13.


http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/

di dalam daftar provinsi yang pemerintah di beberapa kabupaten atau
kotanya menerapkan PERDA Syariah. Ini menjadi fenomena yang sangat
baik ketika melihat jawa timur sebagai basis religius yang sangat besar,
termasuk 4 terbesar sebagai daerah regional yang banyak menerapkan
peraturan daerah berbasis Agama salah satunya adalah Kota Mojokerto.
Salah satu Peraturan Daerah (PERDA) Syariah yang telah
diterbitkan di Kota Mojokerto ialah peraturan daerah Kota Mojokerto
Nomor 1 tahun 2003 Tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor
3 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak dan sedekah
bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan warga
Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis
Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak dan sedekah bagi PNS,
Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan
Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain dalam peraturan Daerah juga
diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor:
188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota
Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan

Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.



Tabel 1.3 : Data PERDA dan PERWAL.I Syariah di Kota Mojokerto

No PERDA Tahun Keterangan
Pengelolaan Zakat, Infaq, dan
1 | PERDA No. 3 2010
Shodagoh
2 | PERDA No. 10 2013 Pendirian BPR Syariah

Penyertaan Modal Pada Perusahaan
3 | PERDA No. 13 2016 Daerah Air Minum Maja Tirta dan
PT. BPR Syariah
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,

4 | PERDA No. 7 2009
dan Menengah
Pedoman Teknis Pengumpulan
PERWALI No.
5 1 2013 dan/atau Pemungutan Zakat, Infak

dan Sedekah

Sumber : JDIH Kota Mojokerto, (Data diolah)

Mengingat sebagian besar penduduk di Kota Mojokerto beragama
Islam, hal ini berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Kota
Mojokerto Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa penduduk yang beragama
Islam di Kota Mojokerto sebanyak 94.863 jiwa (86,56 %).2 Besarnya
populasi ummat Islam yang menjadi potensi keberadaan PERDA syariah di
Kota Mojokerto dapat dilaksanakan secara optimal, lahirnya PERDA
syariah di Kota Mojokerto merupakan salah satu dimensi pemberdayaan
potensi keislaman masyarakat Kota Mojokerto yang diejawentahkan

melalui hasil elaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam sebuah

8 BAZ Kota Mojokerto, Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan 1l 2013, (Mojokerto: Creative
Generation, 2013), 08.
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PERDA, modal tersebut cukup menjadi peluang untuk menciptakan
kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di daerah ini.

Internalisasi syariat Islam dalam sebuah kebijakan legal di Kota
Mojokerto juga dinilai unik, pasalnya formalisasi tersebut melahirkan
sebuah instrumen produktif yang dapat mempersempit kesenjangan
ekonomi masyarakat. Melalui rentetan PERDA Syariah di Kota Mojokerto
tersebut, terciptalah pola sinergi antara BPRS (Bank Pembiyaan Rakyat
Syariah) Kota Mojokerto dan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto
untuk memberdayakan UMKM di daerah Kota Mojokerto, program ini
bertajuk Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). Sinergi produktif
ini tercipta lantaran Kota Mojokerto memiliki Peraturan Daerah No. 7
Tahun 2009 tentang pemberdayaan UMKM, dan Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2013 tentang Pendirian BPR Syariah seta Peraturan Daerah No. 3
Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infag, dan sedekah yang kemudian
didukung dengan adanya Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 tentang
pedoman teknis pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

Pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto merupakan salah satu
cara yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka
kemiskinan. Pasalnya, di wilayah Kota Mojokerto, UMKM berbasis agro
seperti makanan dan minuman adalah yang paling banyak dan tersebar
merata di Kota Mojokerto dengan total usaha sebesar 482 unit namun hanya
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.633 orang dengan total nilai

produksi sebesar Rp. 53.094.792.000. Sementara, produk unggulan UMKM
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Kota Mojokerto yang paling terkenal adalah usaha alas kaki dengan total
usaha sebesar 399 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.133
orang dengan total nilai produksi paling besar yaitu Rp. 287.050.208.800.
Namun, untuk usaha batik tulis dan cap adalah yang paling sedikit dengan
hasil total nilai produksi sebesar Rp. 624.600.000 dan total usaha sebesar 66
unit yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 89 orang.

Selain itu, pada UMKM Kota Mojokerto terdapat usaha handicraft
yaitu berupa pembuatan aksesoris, kerajinan tas, sulam pita, dan kerajinan
bambu yang mulai banyak diminati masyarakat sehingga menghasilkan
total nilai produksi sebesar Rp. 4.576.700.000 dengan 52 unit usaha yang
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 207 orang. UMKM Kota Mojokerto
lainnya adalah usaha miniatur perahu yang unik dan hanya ada disalah satu
daerah Kota Mojokerto yakni Kelurahan Miji yang hanya memiliki 13 unit
usaha dengan 35 tenaga kerja namun memiliki total nilai produksi yang
besar yaitu sebesar Rp. 1.254.800.000.

Namun demikian, perkembangan UMKM Kota Mojokerto belum
dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya
unit usaha yang berdiri serta kurangnya tenaga kerja sehingga
mengakibatkan total nilai produksi yang dihasilkan masih belum maksimal.
Oleh karena itu, diperlukan program-program khusus yang diberikan
kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya dalam
mendukung perkembangan UMKM Kota Mojokerto di masa yang akan

datang.
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Hadirnya program pemberdayaan UMKM seperti Program Pusyar
diharapkan mampu memberikan solusi terhapap permasalahan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto yang diyakini memiliki
peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto karena mampu
menciptakan lapangan pekerjaan dan mempengaruhi pendapatan
masyarakat sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di
Kota Mojokerto.

Harapannya peneliti dalam hal ini ingin mengetahui realisasi
penerapan Perda Syariah dalam kebijakan ekonomi Kota Mojokerto dan
peneliti ingin menganalisa tinjauan ekonomi politik terhadap penerapan
Perda Syariah tersebut.

Penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah sangatlah
beragam, yaitu bidang produksi, distribusi, konsumsi, ekonomi, kebijakan
fiskal, dan lain sebagainya. Fokus dari penelitian ini terhadap persoalan
yang dimunculkan, maka penelitian ini hanya berfokus pada penerapan

Perda Syariah dalam kebijakan ekonomi dan keuangan di Kota Mojokerto.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-
masalah sebagai berikut :
1. Potensi zakat, infak, dan sedekah di Kota Mojokerto dinilai tinggi
namun belum dapat dioptimalkan

2. UMKM di Kota Mojokerto belum berkembang dengan optimal
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Pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto belum dilaksanakan dengan
optimal

Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto sebagai upaya
menghadirkan instrumen produktif pemberdayaan UMKM

Lahirnya Program Pusyar membantu UMKM di Wilayah Kota

Mojokerto dalam kemudahan permodalan

Adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam hal

kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini hanya membatasi

masalah dan berfokus pada Peraturan Daerah Syariah dalam kebijakan

ekonomi dan keuangan yang diterapkan di Kota Mojokerto.

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang berangkat dari paparan latar

belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah dalam
Kebijakan Ekonomi dan Keuangan di Kota Mojokerto ?
Bagaimana Tinjauan Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap

Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota Mojokerto ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan dalam

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
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1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah (PERDA)
Syariah dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan di Kota Mojokerto

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Politik dan Keuangan
Terhadap Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota

Mojokerto

E. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang nantinya diharapkan dapat dicapai dalam

penulisan karya tulis ini adalah :

1. Aspek Teoritis
Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Magister Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya,
serta memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan
penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2. Aspek Praktis
Sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan dan tindakan oleh pemerintah yang telah menerapkan PERDA
syariah untuk melakukan pengelolaan dalam sektor ekonomi dan

keuangan melalui instrumen sistem perekonomian Islam.

F. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini berjudul “Analisis Ekonomi Politik dan Keuangan

Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto” tentunya
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tidak lepas dari berbagai tinjauan pustaka yang mana hal tersebut

merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan

referensi serta acuan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut :

Tabel 1.4 : Data Penelitian Terdahulu

No Judul — Hasil Penelitian Persamaan dan
Analisis Perbedaan
1 Politik Hukum Metode Artikel ini membahas | = Persamaan
Elite Politik Kualitatif | munculnya peraturan Meneliti
Kabupaten dengan daerah (PERDA) perihal
Pamekasan Pendekatan | syariah di internalisasi
Tentang Sosiologi | Pamekasan, Madura | nilai-nilai
PERDA Syariat Hukum dan menganalisis | hukum Islam
(Agus Purnomo, formulasi dan | pada
Jurnal Istinbath tipologi hukum Islam |  Peraturan
Vol 13 No 1, yang disahkan lewat | Daerah
Juni 2014) peraturan daerah | = Perbedaan
yang diusung oleh | Penelitian ini
elit politik di daerah | lebih  fokus
ini.  Artikel  ini pada  sebab
mengeskplorasi latar | dari  politik
belakang  lahirnya | hukum para
PERDA tersebut, elit politik.
bukan  pada isi
PERDANya, akan
tetapi wacana-
wacana di  balik
PERDA.
2 Internalisasi Pendekatan | Hasil penelitian ini | = Persamaan
Nilai-Nilai Yuridis menunjukkan bahwa | Meneliti
Hukum Islam Normatif | internalisasi  nilai- | perihal
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dalam
Peraturan
Daerah Syariah
di Indonesia
(Habib Muhsin
Syafingi, Jurnal
Pendecta Vol 7
No 2 Juli 2012)

nilai Islam dalam
PERDA syariah di
Indonesia,  terbagi
menjadi dua bagian
yakni: kontent dari
ajaran Islam sendiri
(syari“ah) dan juga
nilai-nilai  kearifan
lokal

dalam

yang dianut
kehidupan
masyarakat.  Selain
itu, munculnya
PERDA-PERDA
syariah tersebut juga
dimaksudkan untuk

melaksanakan

internalisasi
nilai-nilai
hukum Islam
pada
Peraturan

Daerah.

Perbedaan

Penelitian ini
lebih
pada dampak

fokus

dari

internalisasi
nilai  Islami
pada peraturan
daerah  yang

ketentuan hukum | ada. Tidak
Islam. berawal pada
mekanisme
politik  atau
pun ekonomi
yang terjadi di
daerah.
Intervensi Metode Dalam bidang Persamaan
Negara Dalam Kualitatif | ekonomi politik |  Meneliti
Perekonomian: Studi Islam, rekonstruksi proses
Melacak Pustaka | epistemologi tersebut | keterkaitan
Epistemologi adalah dengan | antara Politik
Politik Ekonomi memasukkan nilai- Ekonomi

Islam. (Nafis
Irkhami, Jurnal
At-Tahrir Vol

nilai dan etika yang
diambil dari

worldview Islam, ke

Islam terhadap

kebijakan
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16 No 02,
November
2016)

dalam korpus
ekonomi
mainstream. Dalam
mereaktualisasikan
ketentuan-ketentuan
Islam tentang
ekonomi politik
tersebut kita perlu
mempertimbangkan
perubahan  kondisi
sosio-historis.
Tujuan intervensi
negara dalam
perekonomian
melalui  kebijakan
publik Islam adalah
keterjaminan
pemenuhan
kebutuhan pokok

setiap warga negara.

ekonomi
pemerintah
Perbedaan
Penelitian ini
lebih  fokus
pada proses
metode
epistemologi
dan
worldview
negara
merumuskan
kebijakan

ekonomi.

Sedangkan pada Penelitian penulis lakukan, membahas mengenai

penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto. Selanjutnya

penulis akan menganalisa penerapan Perda Syariah tersebut dalam

perspektif ekonomi politik dan keuangan.
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara terstruktur dalam sebuah penelitian

masalah sehingga dapat disimpulkan hasil sebuah penelitian tersebut.®

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah langkah dalam

mencari, merumuskan, menggali data, menganalisa, membahas, kemudian

menyimpulkan masalah dalam penelitian.°

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya
tulis deskriptif (descriptive research) dengan penelitian kualitatif, yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan
studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian
pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan
baik.!t

Dalam penyusunan penelitian ini, nantinya penulis akan
menjabarkan tentang realisasi penerapan Peraturan Daerah Syariah di
Kota Mojokerto serta analisanya melalui perspektif ekonomi politik dan
keuangan.

Dengan rumusan masalah yang telah tersusun, maka penulis akan

menggunakan pendekatan penulisan secara kualitatif  untuk

® Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualtatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 03.

10'H. M. Musfigon, Panduan Lengkap Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,

2012), 14.

11 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualtatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 05
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mendapatkan jenis data yang bersifat deskriptif. Kemudian penulis akan
berusaha melakukan eksplorasi data studi pustaka guna menjawab

pembahasan masalah yang aplikatif.

2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan penelitian ini, hanya digunakan 2 (dua) jenis

sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer
Data primer adalah tempat atau gudang yang menyimpan data
orisinil dan merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti
atau saksi mata.*? Sumber data ini langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data diperoleh berupa data dokumen kebijakan
peraturan daerah keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang
tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

b. Sumber Data Sekunder
Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
penelusuran dokumen data seperti serta media massa (surat kabar,
majalah, jurnal, dan internet) serta buku-buku yang membahas
masalah terkait) dan wawancara dengan beberapa pemangku

kebijakan.

12 Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Imdonesia, 1988), 9-10
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3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dengan

memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan

untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi

yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya

antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang

hendak dipecahkan.

Pengumpulan data yang diperlukan dan sesuai dengan

pembahasan dalam penelitian, maka beberapa metode yang dipakai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan
cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap
fenomena yang diteliti.'’* Sehingga pengamatan terhadap objek
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

. Interview/wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau
kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti
sebagai pewawancara untuk ~memperoleh informasi dari

narasumber.*

13 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2 (Yogyakarta: Andi Publisher, 2000), 136

4 Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (), 231
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara
tidak terstruktur yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan
dengan penerapan realisai kebijakan publik dalam peraturan daerah
Kota Mojokerto.

c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berkaitan dengan obyek penelitian. pengumpulan data
dengan cara mengkaji buku-buku ilmiah, literature, media cetak dan
atau semua bahan tertulis lainnya, termasuk karya ilmiah yang di
akses dari internet. Data-data deskriptif yang didapatkan dari
berbagai literature tersebut akan disusun ulang hingga dapat

menyatu dengan teks-teks atau penulisan tesis ini.

4. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya  menjadi  satuan yang dapat dikelola,
mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.*®

15 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualtatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 327-

337
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Setelah data terkumpul, selanjutnya diikuti dengan kegiatan
pengolahan data (data processing). Data yang relevan akan digunakan
sebagai rujukan dalam pembahasan. Teknik yang digunakan pada tesis
ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik analisa dengan
cara menjelaskan konsep penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto
melalui perspektif ekonomi politik dan keuangan secara apa adanya
tanpa interpretasi dari penulis.

Setelah proses pengolahan data, berikutnya adalah menganalisis
data dan menginterpretasikannya. Data hasil analisis tersebut
diinterpretasikan atau disimpulkan untuk menjawab keseluruhan
masalah yang diteliti, agar hasil analisis ini memperoleh kebenaran yang
ilmiah, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan
memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta
(skeptik) berupa variabel peraturan daerah syariah yang berkaitan
dengan ekonomi dan keuangan di Kota Mojokerto, kemudian
memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap

menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik).*8

H. Sistematika Pembahasan
Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti

menguraikan penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut :

16 Narbuko, Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 06
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Bab Pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu,
metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab
permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Dalam Bab Tiga, Penelitian ini memuat deskripsi data yang
berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif.

Kemudian, Bab Empat berisi analisis hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah.

Bab Lima memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang

dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Publik Islam

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola
untuk Kkepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual,
kolektif ataupun oleh pemerintah. Abu Ubaid memandang kekayaan publik
merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur
dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat.*

Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan
kebijakan fiskal.? yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan
pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.

Lima belas abad sebelumnya tidak ada konsep yang jelas mengenai
cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun.
Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi

pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala

! pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EIl), Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 55
2 PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, Laporan Kajian Islamic Public. 2012, 19.
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negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan
negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus
dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan
milik individu.?

Karena harta yang dihasilkan merupakan harta milik negara dan
dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan pengawasan
dan pengaturan terhadap harta tersebut. Pengertian pengawasan harta dalam
aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern
dalam harta umum yakni mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk
tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan
melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan
mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan
agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan
ummat secara menyeluruh.*

Secara subtantif penelitian ini menginterpretasikan keuangan publik
Islam sebagai pembahasan utama. Keuangan publik yang dimaksud
meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola secara individual, kolektif

ataupun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EIl), Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 490.
4 Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khathab. (Jakarta: Khalifa, 2003), 619.
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Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan
kebijakan fiskal.> Suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan,
pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam hal penerimaan, pengeluaran dan utang.

Menurut Al-Haritsi yang dinukil dari pendapat Abu Ubaid,
kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah
berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada
masyarakat.® Karena harta yang dihasilkan merupakan harta milik negara
dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan
pengawasan dan pengaturan terhadap harta tersebut. Pengertian
pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut
para penulis modern dalam harta umum, yaitu mengikuti aturan-aturan,
kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum,
mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau
mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah Kkelalaian, dan
membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk
mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh.’

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang

penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitulmaal dan

> PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, Laporan Kajian Islamic Public. 2012, 19.

® Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EIl), Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 55.

7 Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khathab. (Jakarta: Khalifa, 2003), 619.
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menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat.
Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber baitulmaal dan
melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan
pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah. 8 Sebagaimana yang
diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik adalah amanah yang akan
dimintakan pertanggung jawabannya maka harus digunakan sebaik-baiknya
untuk kemaslahatan rakyat.’

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam
memang memlikiki kesamaan dengan pengertian yang dibuat oleh para
ekonom modern, namun tidak berarti memiliki kesamaan dalam semua
tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam
mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar agidah dan akhlak yang
bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Karena itu ia mempunyai tujuan-
tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain.°

Abdul Manan berpendapat bahwa kebijakan fiskal suatu negara
harus sepenuhnya berdasarkan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam, karena
pada dasarnya prinsip Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu
masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang merata dengan

menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.!

8 1bid, 620.

® Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Granada Press, 2007), 70.

10 Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, Fikin Ekonomi Umar bin Khathab. (Jakarta: Khalifa, 2003), 620.
' M. Abdul Manan, (terj), Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Internasa, 1992), 230.
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Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas dari kendali politik
ekonomi (assiyasatu al-igtisadi) yang bertujuan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyyahl basic
needs) individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu
diantara mereka dalam memenuhi kebutuhankebutuhan sekunder dan
tersiernya (al-hajat al-kamaliyyah) sesuai kadar kemampuannya.2

Kita akui bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap
kebijakan dan pengaturan yang diputuskan olehnya dengan persyaratan
bahwa keputusan pengambilan kebijakan harus berkesesuaian dengan nilai
dan tujuan syariat. Sejumlah sarjana Muslim mendukung pandangan bahwa
kekuasaan politik sangat dibutuhkan, dengan tujuan untuk memperkuat
ajaran sepenuhnya, baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial.

Beberapa langkah yang mendapat perhatian Rasulullah pada masa
awal pemerintah di Madinah adalah membangun masjid utama sebagai
tempat/pusat kagiatan atau forum bagi para pengikut beliau, merehabilitasi
kaum Muhajirin Mekkah di Madinah, menciptakan perdamaian dalam
negara, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, membuat konstitusi
negara, menyusun sistem pertahanan di Madinah, dan meletakkan dasar-
dasar sistem keuangan negara yang kokoh.™

1. Sumber Pemasukan Negara

12 Mustafa, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Nasution, 2007), 225.

13 Nurul Huda, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 2012),

47.



29

Menurut Abu Ubaid dalam kitabnya yang berjudul al-Amwal yang
kemudian dinukil ole Euis Amalia bahwa pendapatan utama negara
(primer) dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan sumbernya
dapatdiklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu gonimah, khums,
sodaqoh, dan fay.**

Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam
mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan negara,
mempertimbagkan asal-usul dari sumber pendapatan serta tujuan
pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar ganimah dan
sedekah, berada dibawah nama 7ay.

Nurul Huda melakukan klasifikasi sumber pendapatan negara Islam
berdasarkan aturan kontekstual Al-Qur an diantaranya Ghanimah yang
didistribusikan hanya untuk lima kelompok sebagaimana tersurat dalam
QS. Al- Anfal ayat 41, kemudian zakat yang hanya boleh diperuntukkan
bagi asnaf yang delapan, tersurat dalam QS. Al-Taubah ayat 60, lalu fay
dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara, tersurat dalam QS. Al-
Hasyr ayat 7. Inilah salah satu ketentuan penggunaan anggran dalam
sistem ekonomi Islam, yang membedakan dengan sistem ekonomi
konvensional.

Jika diklasifikasikan  berdasarkan tujuan  penggunaannya,

pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok saja

14 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Granada Press, 2007), 71.
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yaitu : (1) pendapatan tidak resmi negara, dan (2) pendapatan resmi
negara.

Pendapatan tidak resmi negara, yang terdiri dari ganimah dan
sadagah. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena
diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun negara
bertanggung jawab atas pengumpulannya (“Amil), namun negara wajib
mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut.

Pendapatan resmi negara, yang terangkum dalam satu kesatuan
nama Fay, terdiri dari Jizyah, Kharaj, ’Ushr (beacukai). Maksud
pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh) disini adalah
pendapatan dimana negara berhak membelanjakannya untuk
kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan,
transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Karena manfaat fay dapat
digenerlisasikan, maka pemerintah dalam hal ini bebas menggunakannya
untuk kebaikan umum masyarakat.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara ganimah, fay dan sedekah
(zakat), antara lain sebagai berikut : Pertama, Ghanimah dan Fay adalah
harta yang didapatkan kaum muslim dari kaum musyrikin, atau mereka
menjadi penyebab perolehan harta tersebut, sedangkan zakat adalah
murni diperoleh dari kaum muslim. Kedua, Ganimah dan Fay dikenakan
untuk menghukum mereka, sedangkan zakat untuk membersihkan dan

menyucikan mereka.
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Pada masa awal Islam, setiap warga negara Muslim, selain
kepadanya dibebankan kewajiban zakat atas harta tertentu, dia juga
dikenakan kewajiban pungutan lain oleh negara yang dikenal dengan
daribah, seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak kepala dan
pajak pemakaian (pajak rumah tangga).®®

Ulama figh kontemporer mengemukakan bahwa ada kewajiban
material yang berbentuk pajak itu tidak diragukan lagi keabsahannya
karena ternyata pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan
yang besar sekali, yang keseluruhannya tidak mungkin terpenuhi dengan
zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang
muslim. Kedua kewajiban itu tidak dapat dihindarkan karena kalau
kewajiban hanya berlaku pada zakat dan bebas pajak maka pemasukan
negara tidak akan mencukupi dan tidak akan dapat memenuhi anggaran
pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai hal-hal yang jauh
lebih banyak dari apa yang ditentukan dalam zakat. Atas dasar inilah
ulama menolak anggapan memperhitungkan pajak sebagai memenuhi
kewajiban zakat.

Yusuf Al-Qardawi menyimpulkan, tidak bolehnya

memperhitungkan pajak sebagai kewajiban zakat adalah karena yang

15 pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 501.
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demikian akan menghilangkan lembaga zakat itu sendiri, yang berarti
menghilangkan salah satu syiar Islam.®

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip
yang jelas di mana setelah berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli
ekonom sebagai canons of taxation. kesanggupan membayar, pemberian
waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan
keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang
ditekankannya.'’

Sistem pajak proposional (Propotional Tax/ Mugasamah) pada pajak
atas tanah atau Kharaj adalah merupakan salah satu kontribusi beliau
dalam instrument fiskal. Sistem ini menggantikan sistem pajak tetap
(lump-sum tax/misahah/wazitah) yang telah dikenal lebih dahulu.®

Selain pendapatan primer seperti diatas, negara juga memperoleh
pendapatan sekunder, baitul maal memperoleh pendapatan dari denda-
denda (kaffarat), gulul, waqaf, hibah (hadiah), dan sebagainya yang
diterima secara tidak tetap.*®

2. Alokasi Pengeluaran Negara

16 pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 501-502.

17 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. ed. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2006), 241.

18 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Jakarta: Granada Press, 2007), 71.

19 Nurul Huda, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 2012),
135-147, baca juga PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, Laporan Kajian Islamic Public.
2012, 23-24.
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Perlu dipahami bersama bahwa setiap instrumen memiliki
karakteristiknya masing-masing, baik pemungutannya (penerimaan bagi
negara) maupun penggunannya (pengeluaran bagi negara). Kedisiplinan
pengeloalaan dana dari instruman fiskal ini terlihat cukup menonijol, hal
ini sebenarnya menunjukkan betapa perekonomian dalam Islam begitu
memperhatikan terjamin dan terjaganya segala kepentingan individu dan
kolektif yang secara otomatis dapat memelihara kestabilan sosial
masyarakat Islam. Sehingga dalam keadaan tersebut masyarakat secara
individu dan kolektif dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
hamba Allah SWT vyaitu beribadah secara baik dengan hasil yang
maksimal. Secara tidak langsung karakteristik ini menguatkan pendapat
bahwa setiap instrumen fiskal memiliki sasaran masing-masing dalam
perekonomian Islam.?

Pada masa Rasulullah SAW, pendapatan negara yang disimpan di
baytu al-mal langsung didistribusikan pada saat diterima berapapun
jumlahnya. Bentuk/jenis belanja negara pada masa itu antara lain
meliputi : (1) biaya pertahanan dan persediaan, (2) Penyaluran zakat dan
‘ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur an,
termasuk para pemungut zakat, (3) Pembayaran gaji untuk wali, gadi,
guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya, (4) Pembayaran upah

para sukarelawan, (5) Pembayaran utang negara, (5) Bantuan untuk

20 Nurul Huda, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 2012),

191.



34

musafir, (6) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi
budak, (7) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin, dan lain
sebagainya.?!

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa instrumen-instrumen fiskal
dalam Islam memiliki karakteristik yang yang cukup khas, berbeda
dengan pajak konvensional. Instrumen fiskal Islam terkait dengan
penggunaan atau pemanfaatan dan fungsi negara yang telah ditetapkan
secara syariat.

Karakteristik pajak serta tunjangan sosial yang ada di sistem
konvensional berbeda sama sekali dengan mekanisme yang ada dalam
zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama
dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan
sosial sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak
dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukanlah menjadi

prioritas utama.

B. Ekonomi Politik Islam
Rachbini  berpendapat bahwa ekonomi politik merupakan

pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan

2L PAKEM Badan Kebijakan Fiskal KEMENKEU, Laporan Kajian Islamic Public. 2012, 26.
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dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial
lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.?

Sedangkan menurut Naerul yang menukil pendapat Caporaso dan
Levine, ia menjelaskan bahwa ekonomi politik tidak hanya masalah sosial
dan keterbelakangan, tetapi untuk memberikan saran mengenai pengelolaan
masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Dengan
bahasa yang lebih sederhana, ekonomi politik merupakan inter-relasi di
antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi
(produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain-
lain).23

Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik
mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek
proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat dan pemerintah, di mana instrumen-instrumen ekonomi seperti
mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan
setting sistem politik melalui kebijakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi.
Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk
melakukan tindakan, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan

tersebut.

22 Didin Rachbini, Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 83.

23 Naerul Edwin, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, Jurnal Islamic Economic,
Volume 8, Nomer 2, Juli — Desember 2017, 172.
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Singkatnya, antara ilmu ekonomi (economics) dan ilmu politik
(politics) memang berlainan yaitu dalam pengertian keduanya mempunyai
alat analisis sendiri-sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan.
Oleh karena itu ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang
ekonomi dan politik, menggabungkan dua fokus yang berbeda. Setidaknya,
keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut:
mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik,
mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi
kebutuhan dan keinginan manusia.

Oleh karena itu, asumsi yang digunakan dalam dimensi politik
pembuatan kebijakan publik adalah upaya kolektif, bukan individual.
Terkait dengan hal ini, Erani berpendapat bahwa implementasi dari
kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan
dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat yang
menjadi sasaran kebijakan. Penggabungan kedua bidang tersebut dapat
secara intensif menjelaskan bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan
dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau
sistem ekonomi.?*

Fase politik ekonomi sangat mempengaruhi paradigma para
pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik Islam

menjadi sangat penting. Persoalan kesejahteraan bangsa sangat ditentukan

24 Ahmad Yustika Erani, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2009), 34.
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oleh peran negara beserta instrumen kebijakannya, di mana instrumen
kebijakan ini tidak ada yang “bebas nilai”.?® Kebijakan tersebut akan selalu
dipengaruhi oleh nilai tertentu, sehingga nilai inilah yang mempengaruhi
cara berpikir dan kemudian berdampak pada tindakan yang akan diambil.
Demikian pula dalam konteks negara, di mana negara akan bertindak sesuai
dengan pandangan dan cara berpikir para pengambil kebijakan negara
tersebut.

Dengan latar belakang pentingnya pemikiran ekonomi Islam
menjadi arus baru dalam kebijakan ekonomi nasional, maka masuknya
ekonomi Islam ke dalam ranah political economy menjadi hal yang sangat
urgen.?®

Kajian ekonomi politik Islam pada setiap kebijakan negara Islam
merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan
pengelolaan kekayaan negara. Moh. Syakir mengatakan bahwa secara
teknis ekonomi politik Islam lebih dikenal dengan sebutan Siyasah Maliyah.
Istilah yang lain adalah Tadakhul ad-daulah (intervensi Negara).?” Negara
mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam
yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Negara

dipandang ikut serta dalam ekonomi Islam yang mana untuk menyelaraskan

25 Naerul Edwin, Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam, Jurnal Islamic Economic,
Volume 8, Nomer 2, Juli — Desember 2017, 172.

26 |rfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016), 245.

27 Mohd Syakir Mohd Rosdi, Ekonomi Politik Islam: Teori dan Falsafah. (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2013), 7-11.
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dalil-dalil yang ada di dalam nas. Dengan hal ini memberikan rincian teori
hasil pengembangan ekonomi politik Islam dari ilmu politik dengan
ekonomi Islam berdasarkan konsep keadilan dan kebajikan, serta amar
ma’ruf nahi munkar.

Di sisi lain, dalam kaitannya membahas “ekonomi politik Islam”,
yang menjamin kebutuhan pokok dan memberikan kesempatan kepada
idnvidu untuk meraih kebutuhan sekunder dan tersier, dimana pertama-
pertama Islam memandang seseorang sebagai manusia yang memiliki
harkat dan martabat yang harus diperhatikan serta dipenuhi semua
kebutuhan primernya secara menyeluruh.

Setelah itu, Islam memberikan peluang pada semua orang sesuai
dengan kapasitasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan baik sekunder
maupun tersiernya. Kemudian, pada saat yang bersamaan Islam juga
mengingatkan bahwa seseorang secara naluriah selalu terikat dengan
kondisi lingkungan sosialnya yang diatur dengan mekanisme tertentu dan
sesuai dengan gaya yang tertentu pula. Sehingga “ekonomi politik 1slam”
tidak hanya berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat saja
dalam suatu negara dengan mengabaikan kemungkinan terjamin tidaknya
kebutuhan hidup tiaptiap individu. Akan tetapi, “ekonomi politik 1slam”
juga tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu
semata tanpa kendali, dan tanpa memperhatikan terjamin tidaknya

kehidupan tiap individu lainnya.
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Membahas teori-teori kesejahteraan ummat dalam bernegara, Islam
menekankan bagaimana teori-teori kewajiban negara sebagai pembuat
regulasi fasilitas publik dan teori tanggung jawab Negara pada
masyarakatnya tentang jaminan social (At¢-Tadamun Al-Ijtimai),
keseimbangan sosial (A¢-Tawazun Al-Ijitimai), dan intervensi Negara (A¢-
Tadakhul Ad-Daulah). Tujuan dari teori jaminan sosial adalah untuk

kemaslahatan, keadilan dan kesejahtraan.

C. Kebijakan Pemerintah Sektor Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita
perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam
bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,
organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman
untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.?

Konsep kebijakan menurut Budiardjo sebagaimana dikutip oleh
Faried Ali menyatakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan
terminologi “‘kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang di terminologikan

dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan”

28 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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diartikan sebagai suatu ‘“pernyataan kehendak”, dalam bahsa politik
diistilahkan sebagai “statemen of intens” atau perumusan keinginan.?®

Kebijakan haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang
diikuti dengan unsur pengaturan dan atau pakasaan, sehingga dalam
pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam
kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (power) dan
wewenang (autority) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan
meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik
sebagai pencapaian kehendak.

Selanjutnya, apa yang menjadi hakikat arti dari kebijakan
melahirkan pertanyaan, bagaimanakah dengan pengambilan keputusan
(decision making), bukankah pengambil keputusan adalah hasil pilihan dari
sejumlah alternatif. Sifat kebijakan adalah kontinum yang berarti sesuatu
yang berlangsung secara terus menerus, begitu pilihan alternatif diambil
akan diikuti oleh pelaksanaan kehendak sebagai buah dari pilihan tindakan,
dari pilihan tindakan inilah dapat dilakukan penilaian yang melahirkan
sejumlah isu-isu baru yang memerlukan perumusan kembali. Demikian
seterusnya berlangsung dalam dinamika dan dalam sistem yang hidup sesuai
tuntutan konteks kebijakan itu sendiri.

Budi Winarno mengutip pendapat Eyeston yang memberikan
pengertian kebijakan publik sebagai “Hubungan suatu unit pemerintah

dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan

2 Ali Faried, Studi Kebijakan Pemerintah. (Jakarta : Khalifa, 2012), 07.
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merupakan “Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu
persoalan”.*°

Situmeang merujuk pada beberapa pakar dalam tulisannya di jurnal
Reformasi, terdapat beberapa pengertian tentang kebijakan publik.
Anderson menyatakan bahwa kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan
yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.®!

Kebijakan publik dapat dipandang sebagai salah kegiatan yang
menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, meski
terdapat definisi yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang cukup
dalam setiap pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kebijakan publik memuat keputusan-keputusan yang dibuat oleh
badan atau lembaga yang berfungsi untuk mengatur publik dan mencari
jalan keluar terhadap permasalahan publik.

Secara sederhana Faried Ali merumuskan bahwa kebijakan publik
adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan lembaga pemerintah
dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-pemerintahan juga secara

implisit termasuk di dalamnya dengan alasan karena mereka pun juga

sebagai pelaku dan faktor yang mempengaruhi.®

30 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, 16.

31 Situmeang Taurusman, Proyek Penanggulangan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Di
Perkotaan; Studi Implementasi Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Di
Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Jurnal Reformasi, VVolume 3, Nomor 1,
Januari — Juni 2013, 23.

32 Ali Faried, Studi Kebijakan Pemerintah. (Jakarta : Khalifa, 2012), 14.
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Pengertian kebijakan publik oleh pemerintah akan dapat dipahami
secara mendalam jika dilakukan penganalisaan ketika kebijakan publik
dipahami sebagai suatu variabel sehingga dengan demikian hasil analisa
akan memberikan gambaran atas ruang lingkup kajian atau materi
pembelajaran atas kebijakan tersebut.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup
berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,
dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik
dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan
pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah
kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Secara berkelanjutan, proses kebijakan publik dibagi menjadi tiga
tahap, yaitu tahap perumusan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Ketiga
tahap tersebut berada dalam kegiatan yang berlangsung secara terus
menerus yang dimulai dari isu dan akan berakhir dengan isu sehingga dalam
rangka kontinuitas akan terjadi re-formulasi, re-implementasi, dan re-

evaluasi kebijakan.

. Kewenangan Pemerintah Dalam Membuat Peraturan Daerah
Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan tingkat

daerah diartikan sebagai Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
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Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang
berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.®®

Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki
kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Dalam Pasal
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perda adalah peraturan yang
dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.3*

Secara terperinci pada Bab VI Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang prosedur pembentukan
Perda, materi muatan Perda asas yang harus terkandung dalam Perda
termasuk sanksi yang dapat dimuat dalam Perda tersebut.

Pertama: Prosedur pembentukan Perda. Perda dibentuk/ditetapkan
oleh Kepala Daerah setempat bersama dengan DPRD. Artinya Perda yang
dibuat di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur setempat bersama
dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota. Usul
pembentukan Perda dapat dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Kepala
Eksekutif Daerah dan oleh DPRD sebagai Legislatif Daerah. Hal ini berlaku
terhadap seluruh usulan Perda kecuali rancangan Perda mengenai APBD
yang harus berasal dari Kepala Daerah (eksekutif) saja. Dalam

pembentukan Perda masukan dari masyarakat harus diberi ruang, baik

33 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta; Ind-Hill.co, 1992), 13.
34 Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125.
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dalam proses awal pembentukannya, maupun pada saat perumusan terhadap
materi Perda tersebut.

Kedua : Materi muatan Perda disesuaikan dengan kewenangan yang
dimiliki daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
Perda berisikan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Dalam konteks
ini, materi Perda ditafsirkan dan berisi rumusan lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan di atasnya. Selain itu, materi Perda juga dapat memuat
hal-hal yang terkait dengan ciri khas daerah tersebut. Selain itu materi Perda
juga harus memuat beberapa asas dalam pembentukan Perda vyaitu;
pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan;
Bhineka Tunggal Ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hokum; dan
pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan.

Ketiga : Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan
di Republik Indonesia yang berada pada hierarki bawah, Perda dapat
memuat ketentuan sanksi pidana dan denda yang jenis sanksinya lebih
ringan daripada sanksi yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (l), (2), dan (3)
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur

mengenai sanksi yang dapat diatur dalam perda yaitu :
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1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai
dengan peraturan perundangan.

2. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

3. Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan

perundangan lainnya.

Keempat : Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi dan
tugas pembantuan. Prosedur pembentukan, maupun materi Perda dilakukan
melalui verifikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 145 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah.
Perda yang dianggap melanggar kepentingan umum dan/atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan
oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden. Selambat-lambatnya
setelah 7 (tujuh) hari sejak dibatalkan Kepala Daerah harus memberhentikan
pelaksanaan Perda tersebut dan selanjutnya DPRD dan Kepala Daerah harus
mencabut Perda tersebut.

Kelima : Setelah Perda dibuat dan dilaksanakan, masyarakat

memiliki kesempatan untuk melakukan “kontrol” terhadap Perda tersebut
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dengan melakukan review terhadapnya. Ada dua mekanisme yang dapat
digunakan publik untuk melakukan review terhadap Perda yaitu melalui
Mahkamah Agung (judicial review) dan melalui Pemerintah Pusat
(executive review). Review yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut
keaktifan dari masyarakat dan terbatas hanya dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh hari) hari sejak Perda tersebut diundangkan. Sedangkan
mekanisme review melalui Pemerintah Pusat c¢.q Departemen Dalam Negeri
(DEPDAGRYI) dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan Pemerintah Pusat
terhadap produk hukum Pemerintah Daerah sebagamana dijelaskan di atas.
Kendati demikian publik dapat pro aktif meminta Pemerintah Pusat untuk
menggunakan kewenangannya ini guna mengawasi Perda-perda yang

dianggap bermasalah.

D. Penerapan Syariah Islam dalam Bingkai Otonomi

Sebelum mendefinisikan konsep peraturan syariah yang digunakan
dalam penelitian ini, sangat penting untuk membangun perspektif dari
pemahaman dasar tentang konsep syariah dalam Islam. Secara harfiah,
istilah syariah berarti "jalan” yaitu "jalan menuju ke lubang berair" atau
"Jalan menuju air' atau "sumber air mancur kebaikan "dan" jalan menuju
kesejahteraan atau kebaikan ".%°

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa syariah adalah kata

lain untuk hukum Islam. Faktanya, ini bukan tentang masalah hukum saja.

%5 K. A. El Fadl, Conseptualizing shari*a in The Modern State, Villanova Law Review. 2012, 807.
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Ini adalah tentang "sistem normatif umum Islam". Konsep ini mengacu pada
"pendekatan Muslim atau jalan menuju kehidupan yang taat dan sesuai
dengan agama Islam, yang termasuk tetapi tidak semata-mata terbatas pada
masalah hukum" 3

El Fadl dalam tulisannya menekankan gagasan "kebaikan sosial"
dalam konsep syariah, dia memandang bahwa syariah adalah jalan menuju
Tuhan dan dari Tuhan, mengarahkan pada kebaikan sosial dan dari kebaikan
sosial.>” Ada dua sumber utama syariah: Al-Qur'an dan Hadist, Al-Qur'an
adalah sumber syariah yang pertama dan paling penting. Muslim percaya
bahwa Al-Quran adalah Kitab Tuhan. Itu diturunkan kepada Nabi
Muhammad untuk manusia. Meskipun Al-Qur'an berisi ayat-ayat yang
berkaitan dengan masalah hukum, isi Al-Quran sebagian besar tentang
iman, ibadah, moralitas, hubungan manusia, dan cerita.

Syariah berasal dari kata syaria, berarti mengambil jalan yang
memberikan akses pada sumber. Istilah syariah juga berarti jalan hidup atau
cara hidup. Akar kata syaria dan turunannya dalam pengertian yang umum

digunakan hanya dalam empat ayat Al-Qur an.

Pertama, QS. Al-Maidah Ayat 48,

% N. Baidawi, Introduction to Islamic law (Working Paper). Retrieved from the International
Humanitarian Law Research Initiative website, Program on Humanitarian Policy and Conflict
Research, Harvard University, 2009, 03.

37 K. A. El Fadl, Conseptualizing shari*a in The Modern State, Villanova Law Review. 2012, 808.
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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu

perselisihkan itu”.

Kedua, QS. As-Syura Ayat 13,
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“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
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kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang
kembali (kepada-Nya)”.

Ketiga, QS. As-Syura Ayat 31,
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“Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari adzab Allah) di muka
bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula
seorang penolong selain Allah.”

Keempat, QS. Al-Jatsiyah Ayat 18,

-
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“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah

kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Membincangkan syariah di republik ini memang suatu keniscayaan.
Sebagai umat muslim, menaati syariah sebagai hukum Tuhan di muka bumi
merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantah. Namun, pada sisi
lainnya umat muslim sebagai bagian dari warga negara juga wajib menaati
hukum nasional yang merupakan bentuk kesepakatan bersama antar elemen
warga negara lainnya. Dalam konteks tersebut, pilihan Indonesia sebagai

bentuk negara hukum (rechstaat) memberikan ruang inklusif bagi hukum
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adat maupun hukum agama untuk turut berkembang dalam sistem hukum
nasional. Adapun tujuan dipilihnya bentuk negara hukum tersebut adalah
untuk menepis persepsi Indonesia sebagai negara kekuasaan yang
berpretensi menjadikan hukum sebagai alat kuasa sepihak.

Penerapan syariah Islam dalam bingkai otonomi daerah sudah
menjadi konsensus para elit politik di beberapa daerah di Indonesia.
Berbicara mengenai karakteristik Syariah dalam konteks penelitian tesis ini
merupakan sebuah keharusasn teoritis, yang tidak bisa dilewatkan begitu
saja, sebab menurut Penulis dengan mendeskripsikan mengenai
karakteristik syariah yang tertuang dalam doktrin normatif al-Quran dan
hadist dapat memperkuat basic ontologis dalam peneltian tesis ini. Artinya
gagasan formaslisasi syariah merupakan jawaban atas persoalan bangsa
yang cendurung menggunakan hukum barat secara membabi buta. Tentunya
penggunaan mereka terhadap hukum barat bukan tanpa alasan, yang salah
satunya adalah menganggap hukum Islam sebagai hukum yang tidak
humanis dan sangat saklek, padahal hukum Islam merupakan hukum yang
sangat mengindahkan aspek universalitas, humanisme, serta moral dan
akhlak.

Agama Islam bersifat universal (‘ alamy), mencakup semua manusia
di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Hal ini
berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Saba™ ayat 28 dan QS. Al-
Anbiya Ayat 107 yang berbunyi :

QS. Saba” ayat 28,
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“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”

QS. Al-Anbiya” Ayat 107,

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semesta alam.”

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah akan semakin besar tanggung jawab yang diembannya
akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan
pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka
otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain
bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang
menuntut kesiapan daerah dalam pelaksanaannya, karena semakin besar
urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terdapat dua pendekatan dalam tatanan ilmu politik : pertama,
pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang
memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan
berbagai fenomena legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar

konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-
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lembaga Negara serta tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifat
analitis histories, legal institusional dan normatif deskriptif. Kedua,
pendekatan yang berupaya menganalisa gejala-gejala dan peristiwa-
peristiwa politik secara sistematis berdasarkan pengalaman empiris dengan
menggunakan kerangka teori yang terperinci dan ketat yang dinamakan
pendekatan behavioral yang lebih fokus pada perilaku politik dari lembaga-
lembaga kekuasaan ataupun keyakinan dari sebuah ideologi politik.®

Oleh karena itu kemauan politik (political will) dari pembuat
kebijakan untuk menerapkan ajaran-ajaan Islam di bidang ekonomi akan
berupaya menciptakan sistem ekonomi Islam yang secara inheren
merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Ada
beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia,
sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah dalam usaha
pengembangan dan akselerasi ekonomi keuangan Islam. Aspek keuangan
merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata
kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan
daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali
sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan
daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari

pemerintah pusat.

38 Meriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 4-

5
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Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 1 dan
2 dinyatakan: ‘“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daeah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah
yang diatur dengan undang-undang”. Makna pasal 18 dalam Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan
yang desntralisasi. Oleh sebab itu desentralisasi merupakan sebuah
keniscayyang tidak bisa dihindari untuk dilaksanakan. Dalam rangka itulah,
semua perundag-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah
daerah sejak proklamasi selalu mengedepankan otonomi daerah.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata “Otonom” berarti “badan”
(Daerah) yang mendapat hak otonomi. Sementara “Otonomi” sendiri
mengandung arti mengurus diri (rumah tangga) sendiri; pelaksanaan
pemerintahan sendiri.*®

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014). Pengertian "otonomi"
secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri".
Sedangkan “"daerah™ adalah suatu “"wilayah” atau "lingkungan

pemerintah".4

39 Kamus llmiah Populer
40 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014
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Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah™ adalah
"wewenang kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan
mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri.” Makna yang
lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah
maupun daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah
masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan
perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi
yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Sementara itu dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada
daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan
keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 10 UU No. 23 Tahun
2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si
pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan
kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-
bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan
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pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip
demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada
pemerintahan  daerah  bertujuan  untuk  menciptakan  efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
(participatory democracy) yang dimaksudkan sebagai upaya untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah
sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Otonomi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara
pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat di daerahnya
sehingga terbangun suasana komunikaitif yang intensif dan harmonis
diantara keduanya. Artinya keberadaan rakyat di daerah sebagai subjek
pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk
berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah bahkan
sampai dengan tahapan pelaksanaan dan evaluasi peraturan daerah tersebut.

Otonomi daerah akan memberikan keleluasan untuk merencanakan,
membuat aturan maupun melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka
untuk mewujudkan tujuan nasional didaerah. Otonomi juga mendorong
lahirnya berbagai produk hukum yang bermuatan nilai nilai lokal sesuai
dengan nilai nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Nila nilai yang
dimaksud secara gari besar dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu
nilai nilai yang bersumber pada ajaran agama yang melahirkan Peraturan

Daerah syariah dan nilai nilai lokal yang sering disebut sebagai kearifan
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lokal atau adat istiadat. Kehadiran dua jenis peraturan ini harus diletakkan
dalam kerangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam
kerangka otonomi daerah.

Menurut Munawar Ahmad, adanya otonomi daerah ini menekankan
para elit kepemimpinan dan umat Islam untuk melaksanakan ajarannya
secara formal dan bebas.*! Oleh karena itu munculnya Perda syari‘ah
memiliki konsekuansi sebagai undang- undang di daerah yang mempunyai
kekuatan mengikat yang mutlak kepada seluruh rakyat, institusi
pemerintahan dan swasta serta kepada para pendatang yang berinteraksi di
daerah perda tersebut.*?

Perda syariah merupakan jenis Perda khusus, yang bersumber pda
local custom (kebiasaan lokal) atau hukum yang hidup (the living law) yang
terdapat dalam wilayah tersbeut. Local custom terebut, lebih disandarkan
pada komposisi jumlah masyarakat pada suatu daerah atau kekuatan
hegemonik para elit politik daerah tersebut yang tersebar baik di partai,
lembaga legislatif, ataupun eksekutif. Munculnya Perda Syariah tidak
semata-mata lahir, akan tetapi merupakan akibat dari perjalanan politik
umat Islam.

Dani Muhtada mengklasifikasikan perda syariah di Indonesia

menjadi 7 aspek peraturan. Pertama, perda-perda yang terkait dengan

41 Ahmad Munawar, Fenomena Perda Syariah: Institusi Identitas pada Tingkat Local State. Jurnal
Sosiologi Agama, Vol. 01 No. 1, Juni 2007, 04
“2 1bid,
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moralitas. Ini meliputi perda-perda tentang pelarangan minuman keras,
prostitusi, atau perjudian. Kedua, perda-perda yang terkait dengan
kebijakan zakat, infag, dan shadagah. Ketiga, perda-perda yang terkait
dengan pendidikan Islam. Ini meliputi perda tentang madrasah diniyah dan
baca tulis Al-Quran. Keempat, perda-perda yang terkait dengan
pengembangan ekonomi Islam. Ini mencakup perda tentang Baitu al-Mal
wat Tamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kelima,
perda-perda tentang keimanan seorang Muslim. Ini termasuk peraturan
tentang larangan kegiatan Ahmadiyah atau sekte-sekte Muslim yang
dianggap sesat lainnya. Keenam, perda-perda tentang busana Muslim,
termasuk kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan. Ketujuh, perda-
perda syariah dalam kategori lain-lain. Perda-perda dalam kategori ini
misalnya perda tentang masjid agung, pelayanan haji, dan penyambutan
Ramadhan.®

Adanya Perda syariah merupakan penguatan identitas Islam secara
formal yaitu pada tahap ini, identitas Islam yang sebelumnya muncul
sebagai perlawanan budaya berubah menjadi kekuatan politik dan ideologi.
Perda syariah merupakan bentuk Islamisasi dibidang politik dengan

menekankan simbol-simbol kelslaman.

3 Dani Muhtada, The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari"a Regulations
in Indonesia, Dissertation Sumitted to The Graduate School. Department of Political Science,

Northern Illinois University, 2013, 38
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Dengan demikian pemberlakuan Perda syariah merupakan
penegasan Islam sebagai simbol dan kurang menekankan Islam sebagai
spirit perjuangan. Seperti disaat pemimpin Islam menyebarkan Islam dan
sebagai penggerak serta motivator perlawanan terhadap penjajah. Akan
tetapi pada tahap implementasi ajarannya memang Islam pada hakekatnya
harus senantiasa menjadi spirit dari aktifitas kehidupan umatnya dan
selanjutnya diaplikasikan dalam ranah kehidupan dan oleh beberapa umat

Islam diamaknai dengan menerapkan Perda syariah ini.



BAB Il

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Mojokerto
1. Gambaran Geografi

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur,
Indonesia. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten
Mojokerto, terbentang pada 7°33' Lintang Selatan dan 122°28' Bujur
Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-
rata 22 Meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang agak
miring ke Timur dan Utara antara 0-3%.! Dengan demikian dapat
diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah
yang relatif datar, sehingga aliran sungai/saluran menjadi relatif lambat
dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya
timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian kota apabila
terjadi hujan.

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur
Indonesia. Kota ini terletak 50 km barat daya Surabaya. Mojokerto
merupakan kota penyangga utama Ibu kota Provinsi Jawa timur. Kota
ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari penerimaan

asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Kota Mojokerto

! Kota Mojokerto Dalam Angka, Tahun 2018, 3


https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan
Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Saat ini terdapat Tol Surabaya-
Mojokerto yang mendorong perkembangan Kota Mojokerto semakin
pesat. Wlilayah Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan kabupaten
Mojokerto.?

Wilayah Kota Mojokerto berada di antara dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Batas-batas Wilayah Kota Mojokerto

Wilayah Keterangan
Sebelah Utara Sungai Brantas
Sebelah Timur Kecamatan Puri
Sebelah Selatan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri
Sebelah Barat Kecamatan Sooko

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Secara umum wilayah Kota Mojokerto dapat dibagi menjadi 3
Kecamatan, 18 Kelurahan, 676 Rukun Tetangga (RT) dan 175 Rukun
Warga (RW).® Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa
Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas
wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Rincian

wilayah Kota Mojokerto secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto

% Ibid,


https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto
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Tabel 3.2 : Rincian Wilayah Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan Dusun RW RT
Kec. Prajurit Kulon 94 48 192
Kel. Surodinawan 15 10 43
Kel. Prajurit Kulon 15 10 30
Kel. Blooto 24 8 32
Kel. Mentikan 9 9 33
Kel. Kauman 20 3 16
Kel. Pulorejo 11 8 38
Kec. Magersari 269 77 296
Kel. Gunung Gedangan 32 9 30
Kel. Kedundung 62 16 67
Kel. Bolongsari 31 14 52
Kel. Gedongan 20 4 14
Kel. Magersari 45 10 35
Kel. Wates 79 24 98
Kec. Kranggan 204 50 188
Kel. Kranggan 48 14 57
Kel. Meri 54 11 41
Kel. Jagalan 14 3 9
Kel. Miji 34 11 49
Kel. Sentanan 24 6 14
Kel. Purwotengah 30 5 18
JUMLAH 567 175 676

Sumber : BPS Kota Mojokerto

2. Gambaran Demografi
Penduduk Kota Mojokerto tahun 2017 berdasarkan proyeksi
penduduk Indonesia 2010 — 2035 adalah 127.279 jiwa yang terdiri dari

62.587 jiwa penduduk laki-laki dan 64.692 jiwa penduduk perempuan.
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Selaras dengan angka tersebut, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun
2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 0,97%.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2017, Kota
Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 142.625 jiwa yang tersebar
di 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 70.729
jiwa atau sebesar 49,59% dan penduduk yang berjenis kelamin
perempuan sebanyak 71.896 jiwa atau sebesar 50,41%.% Gambaran

tersebut secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Gambaran Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2017

Berdasarkan Gender

Kecamatan/Kelurahan Laki-laki | Perempuan Jumlah
Kec. Prajurit Kulon 20.898 21.134 42.032
Kel. Surodinawan 4.304 4.347 8.651
Kel. Prajurit Kulon 4.225 4.109 8.334
Kel. Blooto 3.167 3.139 6.306
Kel. Mentikan 3.671 3.884 7.555
Kel. Kauman 1.575 1.711 3.286
Kel. Pulorejo 3.956 3.944 7.900
Kec. Magersari 30.036 30.393 60.429
Kel. Gunung Gedangan 3.679 3.671 7.350
Kel. Kedundung 8.037 7.772 15.809
Kel. Bolongsari 3.973 4.003 7.976
Kel. Gedongan 1.094 1.174 2.268
Kel. Magersari 2917 3.084 6.001
Kel. Wates 10.336 10.689 21.025

* 1bid, 65
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Kec. Kranggan 19.795 20.369 40.164
Kel. Kranggan 7.067 7.278 14.345
Kel. Meri 4.463 4.496 8.959
Kel. Jagalan 1.570 1.614 3.184
Kel. Miji 4.683 4.804 9.487
Kel. Sentanan 1.158 1.268 2.426
Kel. Purwotengah 854 909 1.763

TOTAL 70.729 71.896 142.625

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto di atas dengan luas
wilayah yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota
Mojokerto menjadi sangat tinggi, yaitu 8.660 penduduk per kilometer
persegi (km). Pada tahun 2017 wilayah yang memilik tingkat kepadatan
tertinggi adalah Kelurahan Mentikan, yaitu sebesar 39.974 jiwa per km,
disusul oleh Kelurahan Miji sebesar 23.957 jiwa per km, kemudian

Kelurahan Jagalan sebesar 19.181 jiwa per km.

. Gambaran Kepemerintahan

Sejak berdirinya, Kota Mojokerto telah terjadi perkembangan
yang signifikan dalam bidang pemerintahan dan terdiri dari 3 kecamatan
yaitu Kecamatan

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 25 orang, dengan
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rincian 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Sebagian besar wakil
rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi D IV atau S1.

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat pada periode ini (2014-
2019) terdiri dari 6 fraksi, yaitu fraksi PDIP yang beranggotakan 6
orang, fraksi PAN beranggotakan 4 orang, fraksi GERINDRA
beranggotakan 3 orang, fraksi PKB beranggotakan 3 orang, dan fraksi
PDK yang beranggotakan 6 orang. Dalam menjalankan fungsinya,
DPRD Kota Mojokerto dibentuk 3 komisi dan 2 pimpinan DPRD Kota
Mojokerto dengan rincian untuk komisi 1 beranggotakan 7 orang,
komisi 2 beranggotakan 7 orang dan komisi 3 yang beranggotakan 9
orang.’

Sejak era otonomi daerah, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang ada di lingkungan Kota Mojokerto meningkat karena menerima
pelimpahan dari pemerintah pusat, di mana beberapa pegawai yang
sebelumnya berstatus pegawai pusat berubah menjadi pegawai daerah.

Tahuun 2017 jumlah ASN di Kota Mojokerto sebanyak 2.785 orang.

B. Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota Mojokerto

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah serta Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang

kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang

5 Ibid, 20.
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Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan
kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
pemerintah daerah secara secara proporsional telah dilakukan oleh
pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan
pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan

rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Undang-undang Otonomi Daerah dijadikan oleh beberapa daerah
sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syariat Islam. Jawa timur termasuk
di dalam daftar provinsi yang pemerintah di beberapa kabupaten atau
kotanya menerapkan PERDA Syariah. Ini menjadi fenomena yang sangat
baik ketika melihat Jawa Timur sebagai basis religius yang sangat besar,
termasuk 4 terbesar sebagai daerah regional yang banyak menerapkan
peraturan daerah berbasis Agama salah satunya adalah Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang
menerapakan Peraturan Daerah (PERDA) bersubtansi Syariah. Dalam
bidang ekonomi dan keuangan, Pemerintah Kota Mojokerto telah
menerbitkan setidaknya 5 buah Perda bernuansa syariat Islam yaitu :

1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak,

dan sedekah
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2. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Pendirian Bank
Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto

3. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan modal pada
BPR Syariah Kota Mojokerto

4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah di Kota Mojokerto

5. Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 tentang Pedoman teknis
pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak, dan sedekah bagi

Masyarakat Kota Mojokerto

Besarnya populasi umat muslim di Kota Mojokerto menjadi alasan
utama diterbitkannya Perda Syariah di daerah tersebut, hal ini juga menjadi
potensi keberadaan Perda syariah di Kota Mojokerto dapat dilaksanakan
secara optimal. Lahirnya PERDA syariah di Kota Mojokerto juga diyakini
sebagai salah satu dimensi pemberdayaan potensi keislaman masyarakat
Kota Mojokerto yang diejawentahkan melalui hasil elaborasi pemerintah
dengan masyarakat dalam sebuah PERDA, modal tersebut cukup menjadi
peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat
Islam di daerah ini. Gambaran penerapan Perda Syariah di Kota Mojokerto
dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan

Sedekah
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Terbitnya Perda Syariah tentang Pengelolaan dan Pemungutan
ZI1S di Kota Mojokerto ini dilatarbelakangi adanya keadaan Masyarakat
Kota Mojokerto yang mayoritas muslim namun kurang sadar akan
penting ZIS, hal ini senada dengan pendapat Ma shum Maulani selaku
Kepala BAZ Kota Mojokerto yaitu :

“Yang melatarbelakangi terbitnya perda pada umumnya didasari adanya
keadaan tertentu yang kurang mendukung sehingga pemerinta perlu
hadir dan menerbitkan sebuah perda yang dapat mengendalikan sebuah
kondisi tersebut, sama halnya dengan perda terkait ZIS di kota
mojokerto juga didasari atas kondisi masyarakat kota mojokerto yang
kurang sadar akan pentingnya ZIS sehingga pada waktu itu, bapak wakil
walikota yang juga menjabat sebagai ketua BAZNAS kota mojokerto
dengan latarbelakang kepribadian yang agamis menginisiasi hadirnya
mekanisme pemungutan ZIS dengan mengeluarkan kebijakan perda
berbasis syariah yang khusus untuk membahas bagaimana ZIS di kota

mojokerto bisa hidup”.®

Dalam hal pengelolaan ZIS, DPRD Kota Mojokerto telah
menerbitkan dua buah Perda yaitu Perda No. 3 tahun 2010 sebagai asas
dan dasar pengelolaan ZIS yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober
2010 dan Perwali No. 14 tahun 2013 tentang pedoman teknis
pengumpulan dan/atau pemungutan ZIS yang ditetapkan pada tanggal 25
Maret 2013. Hadirnya Perda pengelolaan ZIS di Kota Mojokerto ini

bertujuan untuk 1) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan

 Ma'shum Maulani, Wawancara, Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 01 Juli 2019.
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dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial, 2) memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf hidup
masyarakat, 3) meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak, dan
sedakah.

Pemungutan dan/atau pengumpulan dana ZIS di Kota Mojokerto
dilakukan oleh badan yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang
ditetapkan dengan keputusan Walikota atas dasar usulan Kepala Kantor
Kementrian Agama Kota Mojokerto. Dalam penerapannya BAZ Kota
Mojokerto membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari
setiap instansi pemerintah, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan
yang dimaksudkan dalam rangka pengumpulan ZIS di lingkungan kerja
masing-masing.

Dalam hal pemungutan ZIS, koordinator UPZ terlebih dahulu
menyebarkan formulir (isian) mengenai kesediaan menyetorkan zakat
kepada para muzakki, munfiq dan mushodiq. Selanjutnya berdasarkan
formulir yang telah ditandatangani, koordinator UPZ dapat menerima
uang atau memotong gaji setiap bulan sebesar kewajiban membayar
zakat, infak dan sedekah sebagaimana terhitung. Sedangkan bagi
masyarakat yang menyetorkan zakat, infak, dan sedekahnya secara
sendiri-sendiri atau tidak melalui koordinator UPZ, maka pengisian
formulir dan penyetoran dapat dilakukan langsung di kantor BAZ Kota

Mojokerto.
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Kebijakan Peraturan Daerah Kota Mojokerto dalam hal ini
digunakan sebagai otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam sistem
demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan. Instrumen
zakat, infag, dan shodaqoh yang kemudian disingkat menjadi ZIS dinilai
memiliki potensi untuk ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat
jika diakomodir dengan baik. Dalam hal ini Ma'shum Maulani
menjelaskan perihal penerapannya sebagai berikut :

“Dalam penerapannya, perda terkait ZIS ini hanya dapat menjadi
himbauan bagi masyarakat luas, namun dikalangan birokrasi
pemerintahan kita bisa mengikat dengan adanya perda ini. Di lapangan
kami mencoba melakukan komunikasi dengan para pimpinan birokrasi
agar para pegawainya dapat menunaikan kewajiban zakatnya dengan

mekanisme pemotongan langsung dari nilai gaji mereka dengan

mekanisme komunikasi bertahap”.’

Ada beberapa ketentuan ZIS yang berlaku bagi masyarakat Kota

Mojokerto yang ditentukan dalam Perda No. 3 Tahun 2010 ini yaitu :

a. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam, jika Muzakki tidak
dapat menghitung sendiri maka Muzakki dapat meminta bantuan
kepada BAZ Kota Mojokerto.

b. Dalam hal infak dan sedekah, BAZ Kota Mojokerto menetapkan

prioritas Munfig dan Mushodiq kepada anggota DPRD Kota

7 Ibid,
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Mojokerto, PNS, TNI, POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD yang
ada di wilayah Kota Mojokerto, pensiunan, penabung di Bank dan
Kantor Pos dengan nilai saldo minimal Rp. 1.000.000 (Satu Juta
Rupiah), karyawan swasta dan masyarakat kaya Kota Mojokerto
dengan ketentuan nilai infak dan sedekah yang tertuang dalam pasal

18 dan pasal 19 Perda No, 3 Tahun 2010.

Dengan adanya Perda No. 3 tahun 2010 dan Perda No. 14 tahun
2013, BAZ Kota Mojokerto berhasil melakukan pengumpulan ZIS dan

dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Pengumpulan untuk kegiatan Buka Bersama 500 Anak Yatim Dhuafa
terkumpul sebanyak Rp 44,350,000,- (Empat puluh empat juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dari 251 orang muzakki.

b. Pengumpulan dari sektor zakat maal / harta telah terkumpul dana
sebesar Rp 1,262,186,977,- (Satu milyar dua ratus enam puluh dua
juta seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh
tujuh rupiah) dari 1600 orang muzakki.

c. Pengumpulan dana dari sektor infaq dan shodagoh terkumpul dana
sebesar Rp. 760,194,821,- (Tujuh ratus enam puluh juta seratus
sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dari
109 UPZ

d. Total Pengumpulan Zakat, Infag dan Shodaqoh sebesar Rp
2,022,381,798, (Dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus delapan

puluh saru ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)
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Bila diakumulasikan dari sektor Zakat Maal, Infaq dan Shodagoh
tersebut diatas, maka telah terkumpul Dana ZIS sebesar Rp
2,022,381,798,- (Dua Milyar dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh
satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bila dibandingkan
dengan hasil pengumpulan ZIS tahun 2017 sebesar Rp 1,811,438,691,-
(Satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan
ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) terdapat kenaikan sebesar
10 %. Sedangkan target pendapatan ZIS Tahun 2018 vyaitu Rp
2,500,000,000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) namun pada
realisainya tercapai pendapatan sebesar Rp 2,022,381,798,- (Dua milyar
dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus

Sembilan puluh delapan rupiah) atau tercapai sebesar 81 %.

. Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Bank Pembiayaan Rakyat
(BPR) Syariah

BPRS Kota Mojokerto hadir dalam rangka meningkatkan
perekonomian rakyat dan pembangunan Kota Mojokerto dengan
legalitas yuridis Perda No. 10 Tahun 2013 dan Perda No. 13 tahun 2016.
Pendirian BPRS Kota Mojokerto ini juga merupakan implikasi
mayoritasnya masyakat muslim di Kota Mojokerto yang membutuhkan
hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai wadah penerapan ekonomi
Islam. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Arif Zakarya selaku

Kepala Bagian Marketing BPRS Kota Mojokerto sebagai berikut :
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“Secara fundamental, untuk memberikan permodalan kepada masyarakat
kota mojokerto khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya agar

mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dari sektor perekonomian”.®

Dijelaskan dalam penjelasan Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang
Pendirian BPR Syariah Kota Mojokero bahwa dengan didirikannya
BPRS sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah juga
memberikan arah pada kebijakan yang merujuk pada pengembangan
sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang
berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas
hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja,
perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh
masyarakat.

Salah satu upaya untuk mendukung dan mencukupi kebutuhan
modal dari PT. BPRS Kata Mojokerto sebagai satu-satunya lembaga
keuangan yang berprinsip syariah dengan rnemberdayakan masyarakat
penggerak UMKM di wilayah Mojokerto maka diperlukan tambahan
modal dasar. Selain penambahan modal untuk mencukupi kebutuhan
modal, penambahan modal tersebut digunakan untuk mendirikan Kantor
Cabang di sekitar Pacet, Kabupaten Mojokerto karena didukung oleh

bidang agrabisnis dan pariwisata yang semakin berkembang serta

8 Arif Zakarya, Wawancara, Kantor BPRS Mojokerto, 01 Juli 2019.
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memperkuat sumber pendanaan dari PT. BPRS Kata Mojokerto. Bahwa
PT. BPRS Kota Mojokerto sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah
Pemerintah Kota Mojokerto yang bergerak di lembaga keuangan
berprinsip syariah dibentuk dengan tujuan untuk rnengesnbangkan dan
memberdayakan masyarakat penggerak UMKM di wilayah Mojokerto
serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saat ini, PT. BPRS Kota
Mojokerto telah memiliki 5 Kantor, yaitu di Kota Mojokerto sebagai
kantor pusat, dan di Pacet, Mojosari, Jombang, dan Pandaan sebagai

kantor cabang.

. Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini meyakini bahwa usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki arti penting dan peranan
serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi
masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja bagi
masyarakat Kota Mojokerto. Oleh kerena itu, pemerintah Kota
Mojokerto menerbitkan Perda No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan
UMKM di Kota Mojokerto yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2009.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan perlu dilakukannya
pemberdayaan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan
UMKM dalam rangka membangun perekenomian nasional berdasarkan

demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
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Dalam penerapannya, pemerintah Kota Mojokerto bertugas
sebagai berikut yaitu, 1) melakukan pembinaan untuk memberdayakan
UMKM, 2) membantu menyediakan dana guna meningkatkan
permodalam UMKM, 3) mengatur sentra-sentra UMKM, 4) menjadi
mitra UMKM, 5) melakukan pendataan UMKM, dan 6) memberikan
perlindungan usaha terhadap UMKM yang ada di wilayah Kota
Mojokerto.

Dalam perkembangannya, berlandaskan Perda No. 7 Tahun 2009
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Mojokerto memiliki
peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto karena
mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mempengaruhi pendapatan
masyarakat sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan
di Kota Mojokerto. Pada perkembangannya UMKM Kota Mojokerto
memiliki produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas sebagai
berikut :

Tabel 3.4 : UMKM Unggulan Kota Mojokerto Tahun 2018

Jenis Komoditi | Total Usaha | Total Pekerja | Total Nilai Produksi
Usaha Berbasis

482 Unit 1.633 Rp. 53.094.792.000
Agro
Usaha Alas

399 Unit 4.133 Rp. 287.050.208.800
Kaki
Usaha Batik

66 Unit 89 Rp. 624.600.000
Tulis dan Cap
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Usaha

52 Unit 207 Rp. 4.576.700.000
Handicraft
Usaha Miniatur

13 Unit 35 Rp. 1.254.800.000
Perahu
Usaha Cor

11 Unit 98 Rp. 9.981.900.000
Aluminius

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel di atas, usaha UMKM berbasis agro seperti
makanan dan minuman adalah yang paling banyak dan tersebar merata
di Kota Mojokerto dengan total usaha sebesar 482 unit namun hanya
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.633 orang dengan total nilai
produksi sebesar Rp. 53.094.792.000. Sementara, produk unggulan
UMKM Kota Mojokerto yang paling terkenal adalah usaha alas kaki
dengan total usaha sebesar 399 unit yang mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 4.133 orang dengan total nilai produksi paling besar yaitu Rp.
287.050.208.800. Namun, untuk usaha batik tulis dan cap adalah yang
paling sedikit dengan hasil total nilai produksi sebesar Rp. 624.600.000
dan total usaha sebesar 66 unit yang hanya mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 89 orang.

Selain itu, pada UMKM Kota Mojokerto terdapat usaha handicraft
yaitu berupa pembuatan aksesoris, kerajinan tas, sulam pita, dan
kerajinan bambu yang mulai banyak diminati masyarakat sehingga

menghasilkan total nilai produksi sebesar Rp. 4.576.700.000 dengan 52
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unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 207 orang.
UMKM Kota Mojokerto lainnya adalah usaha miniatur perahu yang unik
dan hanya ada disalah satu daerah Kota Mojokerto yakni Kelurahan Miji
yang hanya memiliki 13 unit usaha dengan 35 tenaga kerja namun
memiliki total nilai produksi yang besar yaitu sebesar Rp. 1.254.800.000.

Namun demikian, perkembangan UMKM Kota Mojokerto belum
dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan masih
sedikitnya unit usaha yang berdiri serta kurangnya tenaga kerja sehingga
mengakibatkan total nilai produksi yang dihasilkan masih belum
maksimal. Oleh karena itu, diperlukan program-program khusus yang
diberikan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah sebagai
upaya dalam mendukung perkembangan UMKM Kota Mojokerto di

masa yang akan datang.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto

Berbagai langkah kongkrit dilakukan pemerintah Kota Mojokerto
dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang diyakini cukup
efektif adalah memberikan akses permodalan kepada keluarga miskin yang
umumnya hidup dengan menggantungkan pada usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah membuat program
pemberdayaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi
bunga, kredit agrobisnis, kredit pendorong ekspor, dan sebagainya. Telah
banyak program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, namun
jumlah UMKM yang sangat besar membuat banyak UMKM yang belum
terjangkau pemberdayaan, karena itulah, banyak lembaga bisnis seperti
bank, bank syariah, bank prekreditan rakyat (BPR), BPR Syariah, dan
lembaga keuangan mikro seperti koperasi jasa keuangan, baitul maal wa
tamwil, koperasi kredit, dan sebagainya juga menekuni pemberdayaan
UMKM melalui berbagai pembiayaan usaha.

Selain lembaga bisnis, beberapa lembaga non-bisnis seperti Badan
Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga berupaya
memberdayakan UMKM melalui pembiayaan produktif. BAZ dan LAZ
memiliki potensi sangat besar dalam pemberdayaan, karena memiliki

legitimasi untuk mengumpulkan dana zakat, infag, shadagah dari masyrakat
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muslim di Indonesia, kemudian mengelola dan menyalurkannya kepada

yang berhak (mustahig). Berikut data perkembangan rekapitulasi
pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2017 dan 2018

disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.1 : Pertumbuhan Dana ZIS Perbulan Tahun 2017 - 2018

No Bulan Capaian 2017 Capaian 2018 | Pertumbuhan
1 | Januari 114,264,382 143,889,762 21%
2 | Pebruari 112,767,090 165,367,629 32%
3 | Maret 121,472,797 155,309,424 22%
4 | April 141,304,440 165,927,680 15%
5 | Mei 133,301,923 174,710,680 24%
6 | Juni 212,404,062 247,548,313 14%
7 | Juli 172,154,763 158,812,401 -8%
8 | Agustus 159,079,115 160,992,832 1%
9 | September 159,427,193 149,206,763 -1%
10 | Oktober 177,054,230 167,386,132 -6%
11 | Nopember 153,697,176 160,849,151 4%
12 | Desember 154,511,520 172,381,031 10%

Total 1,811,438,691 2,022,381,798 10%

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas, Perbandingan Pendapatan ZIS antara
Tahun 2017 dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp
210,943,107,- atau sebesar 10 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2018
Zakat dari Muzakki Personal maupun yang dari UPZ mengalami kenaikan.

Berikut data perkembangan jumlah Muzakki dari tahun 2016 — 2018.
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Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah Muzakki Tahun 2016 - 2018

] ) Jumlah Muzakki Zakat Maal
No Jenis Muzakki Pertumbuhan
2016 2017 2018
1 UPZIS 2.699 2.997 3.033 1%
2 MASYARAKAT 402 596 706 18%
TOTAL 3.101 3.593 3.739 4%

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Sedangkan laporan kegitan pendistribusian ZIS oleh BAZNAS Kota

Mojokerto pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai dana yang telah

didistribusikan senilai 1,942,484,203.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2018

No Ashnaf / Program Sasaran Jumlah
1 | Fakir Miskin 1,436,892,000.00
2 | lbnu Sabil 100,000.00
3 | Sabilillah 118,735,800.00
4 | Amil 300,091,839.00
5 | Program Pusyar 84,109,375.00
6 | Jasa Bank 2,555,189.00
TOTAL 1,942,484,203.00

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Terbitnya UU No. 23 tahun 2011 mengenai zakat juga menambah

peran penting pemerintah dalam mensosialisasikan zakat. UU tersebut juga

memungkinkan pendistribusian dana ZIS berkembang, dari yang hanya
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berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahig (konsumtif)
sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat meningkatkan

perokonomian.

Secara konsep, ZIS memang dapat digunakan sebagai instrumen
kebijakan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang
kaya dan yang miskin. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh
orang Islam yang mampu (muzakki) dan didistribusikan untuk golongan
yang berhak menerima zakat (mustahig).! Hafiddudin menjelaskan bahwa
zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT
mewajibakan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.?

Realita dan data di atas merupakan bukti positif lantaran pemerintah
Kota Mojokerto menerbitkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang
pemberdayaan UMKM, dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang
Pendirian BPR Syariah seta Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang
pengelolaan zakat, infag, dan sedekah yang kemudian didukung dengan
adanya Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 tentang pedoman teknis
pengumpulan zakat, infag, dan sedekah. Kemudian rentetan regulasi ini

dijadikan payung hukum program usaha syariah (PUSYAR) yang diyakini

! Muhammad Nafik H.R., Ekonomi ZISWAQ, (Surabaya: Islamic Finance Development Institute
(IFDI), 2009), 45
2 Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002, 01
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dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di Kota Mojokerto melalui

pemberdayaan UMKM.

Program Pusyar ini memberikan Pinjaman Modal kepada UMKM
Kota Mojokerto dengan sistem syari’ah (Akad Murabahah). Sedangkan
biaya ujrohl margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto yang diambilkan dari
Dana Infak dan Sedekah. Dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Mojokerto
memberikan biaya wjrohl margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar
15% kepada Peserta Program Pusyar. Sesuai dengan ketentuan Program
PUSYAR bahwa Peserta Program PUSYAR lJilid | dapat melakukan
pinjaman mulai dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Sedangkan
PUSYAR Jilid Il dapat melakukan pinjaman mulai Rp. 10.000.000,- s/d Rp.
50.000.000,- Besar-kecilnya pinjaman tergantung jenis usaha dan ketentuan

BPRS yang berlaku.

Sampai periode bulan Januari 2018 s.d. Desember 2018, biaya
ujron/margin, biaya administrasi dan asuransi yang dikeluarkan oleh
BAZNAS sebesar Rp. Rp. 84,109,375,- (Delapan puluh empat juta seratus
sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 187 UMKM Peserta

Program Pusyar sebagaimana grafik berikut ini :
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Grafik 4.1 : Jumlah Penerima Manfaat Program Pusyar

Tahun 2012 - 2018
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Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Dari dana sebesar 3 Milyar yang disediakan oleh BPRS Kota
Mojokerto sampai akhir tahun Realisasi Pencairan PUSYAR terserap
sebesar 84,109,375,- (Delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah). Berikut Rekapitulasi Realisasi Pencairan
PUSYAR dari mulai Tahun 2012 s/d 2018 yang mencapai angka

8,956,909,375.
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Grafik 4.2 : Rekapitulasi Realisasi Pencairan Program Pusyar
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Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Jumlah penerima manfaat dari Program PUSYAR yang terbesar

pada tahun 2018 adalah Pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kranggan

yaitu sebanyak 63 UMKM. Berikut ini Tabel Penerima Manfaat Program

PUSYAR Tahun 2012-2018 :

Tabel 4.4 : Penyebaran UMKM Penerima Manfaat Program Pusyar

Kelurahan 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 -
M M M M | an | an M M
Blooto 16 16 13 13 5 7 18 9 97
P. Kulon 3 3 9 14 6 7 5 8 55
Sorodinawan 13 16 27 22 4 16 25 10 133
Miji 5 7 6 13 8 8 14 3 64
Kaliman 3 1 4 2 1 1 3 15
Pulorejo 13 11 16 6 8 16 6 76
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Kranggan 11 11 17 15 4 12 13 63 146
Mentikan 3 2 5 3 - 5 - 5 23
Bolongsari 8 4 6 5 1 6 4 7 41
Sentanan 2 1 2 3 - 1 3 - 12
Jagalan 4 1 2 4 - 1 4 6 22
Magersari 2 5 7 2 2 5 4 4 31
Wates 10 11 31 23 4 16 26 25 146
Kedundung 5 6 7 13 4 7 12 20 74
G. Gedangan 1 3 4 8 - 9 10 5 40
Meri 23 18 13 21 1 6 13 6 101
Purwotengah - 1 2 7 - 2 3 1 16
Gedongan 2 4 3 4 - 1 2 6 22
JUMLAH 124 121 174 178 39 118 173 187 111
4

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2018

Berdasarkan data dari Baznas Kota Mojokerto (2012-2018),

menggambarkan penyebaran 18 kelurahan di Kota Mojokerto yang

memperoleh program Pusyar. Pada 2018, menunjukkan bahwa jumlah

penerima manfaat dari program Pusyar terbesar berada di kelurahan

Kranggan yaitu sebanyak 63 UMKM. Sementara secara keseluruhan total

penerimaan program Pusyar terbanyak ada di Kelurahan Kranggan dan

Surodinawan dengan total penerima masing-masing 146 UMKM. Meski

program pusyar tergolong baru, namun jumlah penerima manfaat Pusyar

setiap tahunnya terus meningkat, dari beberapa wacana yang ada untuk terus

memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat yang memiliki usaha mikro

dan kecil dapat menggunakan dan menerima manfaat dari program ini.
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B. Tinjauan Ekonomi Politik dan Keuangan Terhadap Penerapan
Peraturan Daerah (PERDA) Syariah di Kota Mojokerto
Bagian ini mendeskripsikan konsep utama atas analisa ekonomi
politik suatu kebijakan peraturan daerah, konsep utama tersebut adalah para
pelaku kebijakan, dan konsep ini merujuk pada mereka yang terlibat dalam
proses difusi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep aktor
kebijakan sebagaimana didefinisikan oleh Graham, Shipan, dan Volden
yang mengklasifikasikan pelaku kebijakan ke dalam tiga kategori: aktor
internal, aktor eksternal, dan pihak perantara. Aktor internal merujuk pada
pihak-pihak pembuat kebijakan di dalam pemerintahan yang mengadopsi
kebijakan baru.®
Tipe aktor internal yang dimaksud adalah Walikota Kota Mojokerto
dan anggota legislatif lokal yang tertarik untuk mengadopsi kebijakan baru.
Kemudian aktor eksternal mengacu pada mereka para pembuat kebijakan di
yurisdiksi dari mana kebijakan baru menyebar, mereka adalah walikota
Kota Mojokerto, pejabat pemerintah atau dinas terkait, dan anggota
legislatif. Sedangkan pihak perantara mengacu pada aktor yang bertindak di
berbagai sektor, tipe aktor ini termasuk di dalamnya adalah MUI daerah
Kota Mojokerto sebagai kelompok yang berkepentingan, think tanker,
politisi, pengusaha, komunitas akademis, media, atau organisasi non-

pemerintah yang dalam hal ini adalah MES Kota Mojokerto.

3 Graham, E. R., Shipan, C. R., & Volden, C. The Diffusion of Policy Diffusion Research in Political
Science. British Journal of Political Science, February, 1-29, 2013, 12
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Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa adanya
kolaborasi dari para aktor-aktor di atas kemudian melahirkan peraturan
daerah (PERDA) syariah di Kota Mojokerto yang merupakan internalisasi
syariat Islam dalam sebuah kebijakan legal, pasalnya formalisasi tersebut
melahirkan sebuah instrumen produktif yang dapat mempersempit
kesenjangan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto yang diberi nama
Program Usaha Syariah (PUSYAR).

Inisiasi awal mula terciptanya Pusyar ini adalah dari pihak
pemerintah Kota Mojokerto dan pada waktu itu belum berdiri BPRS, dan
kemudian banyak pedagang yang terjerat oleh rentenir, dan kemudian pak
walikota sebagai inisiator dari program Pusyar ini mencetuskan program ini
untuk membantu para pedagang-pedagang tersebut. Pihak-pihak yang
terkait dalam program ini adalah pemerintah kota mojokerto, BAZNAS,
BPRS, MES, DISKOMINAKER dan DISPERINDAG. Sebagaimana
Ma’shum Maulani menjelaskan perihal histori lahirnya program Pusyar ini.

“Lahirnya Pusyar ini diinisiasi langsung oleh wakil walikota saat itu yang
berkeinginan membangun ekonomi kerakyatan secara maksimal, dulunya
BAZNAS memiliki program hibah modal namun nilai penyalurannya masih
relatif kecil karena waktu itu dana yang dihimpun BAZNAS masih kecil,
waktu itu program hibah modal ini memiliki dana 150.000.000 yang
bilamana jika kita berikan modal kepada mereka yang membutuhkan
sebesar 10.000.000 maka hanya akan dapat mengcover sebanyak 15
nasabah/orang, kemudian kita mulai berpikir kembali bagaimana dengan
dana yang sedikit ini dapat membantu masyarakat banyak, akhirnya timbul
ide untuk bekerjasama dengan BPRS dan lahirlah program Pusyar dengan

baznas berperan sebagai penanggung biaya administrasi, asuransi dan
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margin pembiayaan dengan nilai prosentase 10% dan BPRS berperan
sebagai penyedia dana pembiayaan. Program ini juga bekerjasama dengan
DISKOMINAKER dan DISPERINDAG yang menangani terkait UMKM
yang ada di Kota Mojokerto serta MES Kota Mojokerto”.*

Selain didukung dengan adanya regulasi peraturan daerah (PERDA)
syariah, PUSYAR memiliki landasan tersendiri yaitu Nota kesepahaman
antara BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZNAS Kota Mojokerto,
DISKOMINAKER, DISPERINDAG Kota Mojokerto dan MES dan
Perjanjian kerjasama anatara PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan
BAZNAS Kota Mojokerto.

Secara sistem mekanisme penyaluran dana Pusyar adalah dana infak
yang telah dikumpulkan oleh BAZ tersebut diserahkan kepada BPRS, dan
kemudian pihak BPRS menyalurkan dana tersebut kepada para pelaku usaha
UMKM dengan proses seleksi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh OJK,
kemudian akad yang digunakan BPRS adalah akad murabahah, jumlah dana
yang disalurkan BPRS sebesar 750.000-10.000.000 dengan marjin 15 %
ditanggung oleh BAZNAS tanpa bunga, asuransi, dan uang administrasi dan
jangka waktu pengembalian selama 12-18 bulan. Kemudian MES dan
DISKOMINAKER serta DISPERINDAG bersama-sama membina dan
memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM vyang telah
diberikan dana PUSYAR agar dana yang terima oleh para pelaku usaha

tersebut dikelola dengan baik.

4 Ma'shum Maulani, Wawancara, Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 01 Juli 2019.
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Stakeholder yang terlibat di atas memiliki peran dan tanggung jawab
yang sudah dijelaskan pada MoU (Memorandum of Understanding) atau
nota kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat. Deskripsi peran dan
tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.5 : Peran dan Tanggung jawab Stakeholder yang terlibat

dalam Program Pusyar

No Stakeholder Peran dan Tanggung jawab

1. | PT. BPRS Kota Mojokerto | Bertanggung jawab dalam penyediaan dana
sebagai pinjaman yang diberikan kepada
UKM di Kota Mojokerto yang menjadi
peserta program Pusyar dengan plafon
plafon Rp. 750.000 sampai Rp. 10.000.000.
setiap tahunnya PT. BPRS Kota Mojokerto
sanggup untuk menyediakan dana untuk

program Pusyar sebesar Rp. 1.000.000.000

2. | Badan Amil Zakat Kota Bertanggung jawab dalam menanggung
Mojokerto biaya yang timbul dari program Pusyar,
seperti: biaya bagi hasil, biaya administrasi
dan biaya asuransi peserta program Pusyar
dan membayarkannya kepada pihak PT
BPRS Kota Mojokerto sesuai dengan

kesepakatan.

3. | Dinas Koperasi, Usaha Bertanggung jawab dalam menyelesaikan
Mikro dan Tenaga Kerja UKM calon peserta program Pusyar yang
(DISKOMINAKER) dan | mengajukan aplikasi pinjaman. Dalam hal

Dinas Perindustrian dan ini, Diskoperindag Kota Mojokerto
Perdagangan berperan

(DISPERINDAG) Kota dalam menerbitkan surat rekomendasi
Mojokerto UKM vyang berhak untuk mengikuti

program Pusyar.
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4. | Masyarakat Ekonomi Bertanggung jawab dalam melakukan
Syariah Kota Mojokerto pengawasan terhadap usaha peserta
program Pusyar dan pembinaan terhadap
UKM peserta program Pusyar dalam

manajemen usaha.

Harapannya, dengan diterbitkannya perda No. 3 Tahun 2010 dan
peraturan walikota No. 14 Tahun 2013 masyarakat Kota Mojokerto mampu
bertansformasi dari status Mustahig menjadi Musoddig dan Muzakki dan
sejahtera dalam sektor perekonomian. Harapan ini juga disampaikan
Ma’shum Maulani dalam sesi wawancara bersama penelti.

“Tujuan adanya perda syariah terkait ZIS sebenarnya untuk menumbuhkan
kembali kesadaran masyarakat kota mojokerto akan pentingnya zakat, infak,
dan sedekah, dari BAZNAS sendiri berharap dengan adanya Pusyar ini,
mereka para pelaku UMKM yang awalnya berstatus Mustahig nantinya
dapat naik menjadi Musoddig bahkan Muzakk?’.®

5 Ma’'shum Maulani, Wawancara, Kantor BAZNAS Kota Mojokerto, 01 Juli 2019.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadirnya Peraturan Daerah bernuansa syariah di Kota Mojokerto tidak
luput dari keberadaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan
ruang kepada pemerintah Kota Mojokerto untuk mengelola daerahnya
dengan efisien dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyatnya. Dalam penerapannya, Perda Syariah di Kota
Mojokerto dalam bidang ekonomi dan keuangan melahirkan sebuah
Program Usaha Syariah (PUSYAR) yang diyakini mampu menjadi
instrumen produktif dalam mengentaskan kemiskinan melalui
pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kota Mojokerto, program
ini telah memberdayakan 1.114 UMKM yang ada di Kota Mojokerto
dengan total pendistribusian dana dari tahun 2012 — 2018 mencapai
angka Rp. 8,956,909,375.

2. Berdasarkan tinjauan ekonomi politik dan keuangan, penerapan
Peraturan Daerah Syariah di Kota Mojokerto melibatkan peran aktor-
aktor politik pemerintah Kota Mojokerto seperti BPRS, BAZNAS,
DISKOMINAKER, DISPERINDAG, dan MES vyang berusaha

melahirkan langkah kongkrit mempersempit kesenjangan yang terjadi
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di masyarakat Kota Mojokerto melalui kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah.

B. Saran
Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Kota Mojokerto hendaknya
menentukan sanksi pidana bagi masyarakat terkait Perda No. 3 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dana ZIS dan lebih mengintensifkan dialog baik secara
internal atau pun dengan masyarakat umum untuk mempersamakan persepsi
agar penerapan syariat Islam di Kota Mojokero dapat berjalan lebih efektif

utamanya di bidang ekonomi dan keuangan (Mu’amalah).
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